FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/SKPDLB/STPD

Lampiran : 1 (satu) Set

Hal

Yth

Permohonan Pembatalan SPPT//SKPD/SKPDLB/STPD

. Wali Kota Tangerang

U.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
JI. Satria Sudirman Gedung Puspem Lt.1-2
Kota Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PO TPPN
NPWP e et eeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeietateee e e —eeeaee—eeeeeeeee——eeeeeiitaaeeeae e
Alamat PO TPPN
Desa / Kelurahan PO TPPN
Kecamatan PO TPPN
Kabupaten / Kota PP PP PP PO PP PUPPTPPPPPPRTN
No. Telp / HP PP PP PP PO PP PUPPTPPPPPPRTN

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak, atas Objek Pajak:

NOP ettt e et e eeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeieeteeeeeieestteeeeeieeeeeeeieettteeeeaii—teeeaai—eeeaesaeiateeeeeiireaeeeae e
Alamat TP PPPPON
Desa / Kelurahan TP PPPPON
Kecamatan TP PPPPON
Kabupaten / Kota T O PP PP OPPPUPPTPPPPPPPRN
PBB-P2yangterutang  : Rp...coooieiiiiiiieiiiieee (PR )

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/SKPDLB/STPD, dengan alasan sebagai berikut:

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini dilampirkan:

o~

Surat Permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Bapenda;

SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Wajib Pajak;

Fotocopy KTP atau Identitas Diri Lainnya;

Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan) dan Fotocopy KTP;

Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung atau Surat keterangan Kelurahan dengan denah lokasi Objek
Pajak atau surat pernyataan luas bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;

Fotocopy Bukti Kepemilikan / Penguasaan / Pemanfaatan Tanah (Sertifikat / AJB / Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional /
Surat Keputusan dari Instansi berwenang / Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat / dokumen lain
yang sejenis);

Fotocopy SPPT PBB-P2 atau SKPD yang diajukan;

Dokumen Pendukung Lain yang diperlukan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

TaNGErang, ......cocovveieeiiiiiieeeiiiie e

Waijib Pajak/Kuasa Waijib Pajak *)

*) Coret yang tidak perlu.



